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BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa pengaturan mengenai perjalanan dinas telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 23
Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 43
Tahun 2024;

bahwa sehubungan adanya Putusan Mahkamah Agung
Nomor 12 P/HUM/2024 perlu melakukan perubahan
kembali terhadap Peraturan Bupati Sambas sebagaimana:
dimaksud huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sambas
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
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Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




10.

1

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024
mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil
terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK. 05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak
Tetap (PTT);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
56);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023
Tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 62);




Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal
Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor
: SE-1/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15.1/16208/Keuda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023
Tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 62)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 19A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19A

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

Pasal 21C
2. Ketentuan dalam Pasal 21C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penandatangan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
diatur sebagai berikut :
a. Untuk Pejabat Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, Pejabat Pengawas, pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana,
PPPK, PTT dan Pihak Lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas,
Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati; dan
b. Untuk Pejabat Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD,
dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Tugas ditandatangani
oleh Wakil Ketua DPRD.

3. Ketentuan dalam Pasal 23, diubah sebagai berikut :
Pasal 23

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas wajib

menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.

(2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Surat tugas yang sah,;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak
terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran
moda transportasi lainnya dibayarkan sesuai at cost atau berdasarkan
bukti pengeluaran riil yang sah;

d. Daftar pengeluaran Riil;




e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;

f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
dibayarkan sesuai at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang
sah; dan

g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas untuk Perjalanan Dinas Luar
Daerah Luar Provinsi yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas
dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 25 November 2024
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TID

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 82

alimagn Sesuai Dengan Aslinya
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